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ABSTRAK 

Hasrianto Demmalino B11115415 dengan judul “Analisis Normatif 
Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Pasal 27 ayat (3) 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN 
Pky).” Di bawah bimbingan Syamsuddin Muchtar sebagai Pembimbing 
Utama dan Hijrah Adhyanti Mirzana sebagai Pembimbing Pendamping. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana 
pencemaran nama baik berdasarkan pasal 27 ayat (3) UU ITE, dan juga 
untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 
terhadap perkara putusan nomor: 46/Pid.Sus/2021/PN Pky. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang 
mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan 
perundang-undangan dan putusan pengadilan nomor: 
46/Pid.Sus/2021/PN Pky. Bahan hukum yang digunakan ialah bahan 
hukum primer berdasarkan putusan pengadilan dan bahan hukum 
sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, 
internet, dan bahan bacaan lainnya. Pendekatan yang digunakan ialah 
pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Metode 
pengumpulan data yang digunakan ialah metode studi kepustakaan. Data 
tersebut disusun secara kualitatif kemudian diuraikan secara deskriptif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1) Kualifikasi tindak pidana 
pencemaran nama baik berdasarkan pasal 27 ayat (3) terdapat empat 
unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dipidana yakni setiap orang, dengan 
sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan dan/atau mentransmisikan 
dan/atau membuat dapat diaksesnya, informasi elektronik dan/atau 
dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau 
pencemaran nama baik. 2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 
putusan dalam perkara tersebut secara yuridis sudah tepat, tetapi dalam 
pertimbangan non-yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan belum 
sepenuhnya tepat. 

Kata Kunci: Pencemaran Nama Baik, Media Sosial, UU ITE 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia memiliki dua fungsi kedudukan dalam hidup ini yaitu 

sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, 

manusia membutuhkan untuk berkomunikasi diantara sesamanya dan 

merupakan kebutuhan penting agar dapat melakukan interaksi dengan 

baik. Atas dasar kebutuhan tersebut, manusia berupaya mencari dan 

menciptakan sistem dan alat untuk saling berinteraksi, mulai dari 

gambar (bentuk lukisan), isyarat (tangan, asap, dan bunyi), huruf, kata, 

kalimat, tulisan, surat, sampai dengan telepon dan internet.1 

Manusia ingin mengetahui lingkungan sekitarnya, bahkan ingin 

mengetahui apa yang terjadi dalam dirinya. Rasa ingin tahu ini 

memaksa manusia perlu berkomunikasi.2 Singkatnya, manusia 

merupakan makhluk yang haus akan semua informasi yang ada di 

sekitarnya bahkan yang berkaitan dengan alam semesta.  

Banyak pakar menilai bahwa komunikasi adalah suatu kebutuhan 

yang sangat fundamental bagi seseorang dalam hidup bermasyarakat. 

Profesor Wilbur Schramm menyebutnya bahwa komunikasi dan 

masyarakat adalah dua kata kembar yang tidak dapat dipisahkan satu 

                                                
1 Hery Nuryanto, 2012, Sejarah Perkembangan Teknologi Informasi dan 

Komunikasi, PT Balai Pustaka, Jakarta Timur, hlm. 4 
2 Hafied Cangara, 2015, Pengantar Ilmu Komunikasi, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.1 
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sama lain. Sebab tanpa komunikasi tidak mungkin masyarakat 

terbentuk, sebaliknya tanpa masyarakat maka manusia tidak mungkin 

dapat mengembangkan komunikasi (Schramm, 1982). Pendek kata 

manusia tidak bisa tidak berkomunikasi, karena memang ia adalah 

makhluk yang dikodratkan untuk hidup berkomunikasi.3  

Di era globalisasi seperti sekarang ini, perubahan dalam berbagai 

sektor kehidupan umat manusia begitu terasa utamanya yang terjadi di 

awal abad ke 21 ini. Salah satu sektor yang berkembang cukup pesat 

dan signifikan adalah sektor teknologi informasi dan komunikasi. 

Perkembangannya bahkan telah mengubah tatanan dunia. 

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media dan komunikasi telah 

mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia 

secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah 

pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (borderless) 

dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara 

signifikan berlangsung demikian cepat.4 Hal ini kemudian 

menyebabkan teknologi informasi menjadi pedang bermata dua, 

karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, 

kemajuan peradaban manusia, sekaligus juga menjadi sarana yang 

efektif dalam hal perbuatan melawan hukum.5 

                                                
3 Ibid., 
4 Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik 
5 Maskun, 2013, Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar, Kencana Prenada 

Media Grup, Jakarta, hlm. 29 
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Dunia maya sebagai media elektronik wadah mobilisasi informasi, 

baik menyalurkan informasi maupun memperoleh informasi, telah 

banyak menarik perhatian masyarakat dalam pemanfaatannya. 

Alasannya adalah karena kemudahan dalam penggunaannya dan juga 

tidak dibatasi oleh ruang maupun waktu. Bukan hanya sebagai media 

komunikasi antar masyarakat tetapi juga dapat digunakan sebagai 

tempat menyalurkan pendapat, gagasan, saran, curahan hati, bahkan 

kritik sekalipun dan masih banyak hal lainnya. Pasal 28F Undang-

Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia memuat bahwa 

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi 

untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak 

untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan 

menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran 

yang tersedia”.6 Tetapi meskipun negara telah memberikan hak kepada 

warga negaranya dalam hal penggunaan media informasi dan 

komunikasi yang sangat menunjang kebutuhan masyarakat dewasa ini, 

tetap saja harus mengenal batasan dalam penggunaannya agar tidak 

merugikan diri sendiri maupun pihak lain. 

Semenjak dilahirkan di dunia, maka manusia telah mempunyai 

hasrat untuk hidup secara teratur. Hasrat untuk hidup secara teratur 

tersebut dipunyainya sejak lahir dan selalu berkembang di dalam 

pergaulan hidupnya, tidak terkecuali dalam kehidupan yang 

                                                
6 Undang-Undang Dasar 1945  
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menyangkut dunia maya. Namun, apa yang dianggap teratur oleh 

seseorang, belum tentu dianggap teratur juga oleh pihak-pihak lainnya. 

Oleh karena itu, maka manusia sebagai makhluk yang senantiasa hidup 

bersama dengan sesamanya, memerlukan perangkat patokan, agar 

tidak terjadi pertentangan kepentingan sebagai akibat dari pendapat 

yang berbeda-beda mengenai keteraturan tersebut.7 Patokan yang 

dimaksud ialah pedoman untuk berperilaku secara pantas, yang 

merupakan pandangan menilai, yang disebut dengan norma atau 

kaidah. Salah satu norma yang dimaksud adalah norma hukum yang 

bertujuan mencapai kedamaian di dalam kehidupan bersama, dimana 

adanya keserasian antara keterikatan dan kebebasan. 

Hukum adalah keseluruhan kondisi-kondisi, di mana terjadi 

kombinasi antara keinginan pribadi seseorang dengan keinginan 

pribadi orang lain sesuai dengan hukum umum tentang kemerdekaan.8 

Pandangan Immanuel Kant tentang hukum ini berupaya menjelaskan 

bahwa kehadiran hukum adalah untuk melegitimasi kehendak pribadi 

seorang individu atau kelompok yang diwujudkan dalam konteks 

kemerdekaan tanpa merugikan kepentingan individu lain ataupun 

kelompok. Negara dengan masyarakat yang majemuk dalam berbagai 

bidang, tentu juga memiliki kebutuhan,kepentingan, dan watak yang 

majemuk. Oleh karena itu diharapkan hukum yang ideal yang berfungsi 

                                                
7 Soerjono Soekanto,1983, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 

Rajawali Pers, Jakarta, hlm.  1 
8 Achmad Ali, 2015, Menguak Tabir Hukum, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 37 
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untuk mengintegrasi kepentingan yang berbeda-beda. 

Salah satu bidang hukum yang berperan penting dalam mengatur 

interaksi antar sesama warga negara adalah hukum pidana. Eksistensi 

hukum pidana dalam kehidupan masyarakat dimaksudkan untuk 

memberikan rasa aman kepada masyarakat baik secara individu 

maupun kelompok dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari tanpa 

adanya kekhawatiran akan ancaman ataupun perbuatan yang dapat 

merugikan masyarakat.  

Indonesia adalah negara demokrasi. Demokrasi sebagai dasar 

hidup bernegara memberi pengertian bahwa rakyat turut membantu 

memberikan kontribusi dalam menilai kebijakan yang nantinya akan 

menentukan kehidupan rakyat untuk kedepannya. Singkat kata, 

demokrasi adalah kekuasaan rakyat atau government by the people.9 

Pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak asasi manusia 

pada ayat 3, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, 

berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, artinya negara menjamin dan 

memberikan kebebasan berpendapat kepada rakyatnya dalam hal 

menyalurkan aspirasi seluas-luasnya, memberikan ruang pada 

rakyatnya untuk berkontribusi melalui penilaian terhadap kebijakan 

pemerintah sebagai konsekuensi pemberian wewenang dari rakyat. 

Penyampaian aspirasi dapat berbentuk pendekatan persuasif seperti 

dialog, diskusi, audiensi, sampai kepada pendekatan secara masif 

                                                
9 Miriam Budiardjo, 2013, Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, 

Jakarta, hlm. 105 
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melalui unjuk rasa atau demonstrasi dan juga penyampaian kritik 

melalui media sosial. Namun dalam kenyataannya sering kali pendapat 

maupun kritik yang dicurahkan dalam media sosial  justru berujung 

pada pemidanaan, yang dijerat dengan pasal penghinaan dan/atau 

pencemaran nama baik.  

Penghinaan sudah lama menjadi bagian dari hukum pidana 

maupun hukum perdata di Indonesia, karena pada dasarnya Indonesia 

mewarisi sistem hukum yang berlaku pada masa Hindia Belanda. 

Hukum tentang penghinaan di Indonesia diatur dalam dua kelompok 

besar, yaitu kelompok hukum pidana yang diatur dalam KUHP dan 

beberapa undang-undang yang lain yang juga memuat pasal 

penghinaan dan kelompok hukum perdata.10  

Tindak pidana pencemaran nama baik (Penghinaan) dalam 

perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan 

dalam Pasal 310 yang berbunyi: 

Ayat (1) : “Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau 
nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang 
dimaksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam 
karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan 
bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus 
rupiah”. 
Ayat (2) : “Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran 
yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, 
maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara 
paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling 
banyak empat ribu lima ratus rupiah”. 
Ayat (3) : “Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran 
tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum 
atau karena terpaksa untuk membela diri”. 

                                                
10 Gomgom T.P. Siregar, 2020, Suatu Analisis Mengenai Tindak Pidana 

Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 27 
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Kemudian setelah mendunianya internet, maka diatur juga dalam 

Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan 

atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik, yang berbunyi: 

“Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan 
dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya 
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki 
muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. 
 
Pasal tersebut secara spesifik mengatur percemaran nama baik 

yang terjadi  dalam dunia maya. Pemidanaan terhadap pasal tersebut 

kemudian diatur dalam Pasal 45 ayat (1). Belakangan ini kasus yang 

paling marak dijumpai tentang  pencemaran nama ialah yang terjadi 

dalam media sosial.  

Pada tahun 2020, Komnas HAM RI menerima 22 aduan terkait UU 

ITE. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Komnas HAM pada 2020 

terhadap 1.200 responden di 34 provinsi, sebanyak 36,2% masyarakat 

merasa tidak bebas dalam menyampaikan ekspresinya di media sosial 

(internet).11 Ketakutan masyarakat dalam menyampaikan pendapatnya 

dalam media sosial diakibatkan karena adanya dampak hukum yang 

dapat menjerat mereka.  Hal ini disebabkan karena rumusan delik dan 

pemaknaan yang kurang jelas dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak 

mampu mengakomodir perilaku masyarakat dalam media sosial 

sehingga sering kali disebut sebagai pasal yang multitafsir (karet) dan 

                                                
11 https://www.komnasham.go.id, diakses pada 4 Juli 2022 

https://www.komnasham.go.id/
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sangat berpotensi terjadinya over kriminalisasi. 

Amnesti Internasional Indonesia sendiri mencatat, setidaknya ada 

15 kasus dan 18 korban dari UU ITE terkait kebebasan berekspresi. 

Data tersebut merupakan data sejak awal tahun hingga pertengahan 

Maret 2021. Kemudian, terkait kasus pemidanaan terhadap netizen di 

tahun 2019 ke tahun 2020 meningkat. Pada tahun 2019 tercatat 24 

pemidanaan terhadap netizen, sedangkan di tahun 2020 ada 84 kasus 

pemidanaan.12 Hal ini membuat kehadiran UU ITE menjadi pedang 

bermata dua, selain bertujuan untuk memberikan rasa aman dalam 

menggunakan media sosial sebagai sarana informasi dan komunikasi, 

juga mencegah terjadinya perbuatan melawan hukum, tetapi dapat pula 

mengancam hak atas kebebasan berekspresi dan mengemukakan 

pendapat dalam media sosial di Indonesia. 

Pada awal 2022, Polri menindak 162 kasus tindak pidana 

pencemaran nama baik, termasuk pencemaran nama baik melalui 

media elektronik. Data tersebut diperoleh dari Robinopsnal Bareskrim 

Polri perinode 1 sampai 19 Januari 2022. Sedangkan pada tahun lalu, 

periode 1 sampai 19 Januari 2021, Polri menindak 118 kasus 

pencemaran nama baik. Ini menunjukkan terjadinya peningkatan 

jumlah kasus pencemaran nama baik sebesar kurang lebih 37 persen. 

Kemudian jumlah Polda yang menangani kasus tersebut juga 

mengalami pertambahan. Pada tahun 2021 sebanyak 23 Polda  yang 

                                                
12 https:// nasional.kompas.com, diakses pada 4 Juli 2022 
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menindak kasus pencemaran nama baik. Sedangkan di tahun 2022 

terdapat 27 Polda yang melakukan penindakan.13 

Berdasarkan latar belakang diatas, menarik minat bagi penulis 

untuk menggali lebih mendalam lagi sebagai bahan penulisan hukum 

dengan judul “Analisis Normatif Tindak Pidana Pencemaran Nama 

Baik Menurut Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 

2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi kasus 

Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pky)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka 

masalah penelitian yang peneliti dapat rumuskan adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana pencemaran nama baik 

berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang No. 19 Tahun 2016 

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik? 

2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 

terhadap perkara putusan nomor: 46/Pid.Sus/2021/PN Pky? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut : 

                                                
13https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kasus_pencemaran_nama_baik_mening

kat, diakses pada 10 Juli 2022 

https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kasus_pencemaran_nama_baik_meningkat
https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kasus_pencemaran_nama_baik_meningkat
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1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana pencemaran nama baik 

berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang No. 19 Tahun 2016 

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 

putusan terhadap perkara putusan nomor: 46/Pid.Sus/2021/PN 

Pky. 

D. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian dalam penulisan ini antara lain : 

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai bahan referensi dan menambah wawasan intelektual  bagi 

mahasiswa sebagai calon penegak hukum terkait analisis normatif 

terhadap Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 

Tentang Transaksi dan Informasi Elektronik. 

2. Sebagai referensi untuk pengembangan penelitian yang serupa di 

kemudian hari, serta dapat memberikan sumbangsih pemikiran 

dalam membangun penegakan hukum pidana di Indonesia 

terutama menyangkut masalah tindak pidana pencemaran nama 

baik. 

E. Keaslian Penelitian 

Terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang tindak 

pidana pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang-

undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

yang telah dilakukan sebelumnya, antara lain : 
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1. M. Rizki Wahyu. P (Fakustas Hukum Universitas Sriwijaya) pada 

tahun 2018 yang berjudul “Penerapan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE 

dalam Kasus Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik 

Melalui Media Sosial”. Adapun tujuan dari penulisan skripsi 

tersebut adalah : 

a. Untuk mengetahui yang dimaksud dengan membedakan 

pencemaran nama baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik. 

b. Untuk mengetahui tinjauan yuridis penerapan Pasal 27 ayat (3) 

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik dalam kasus pernyataan yang memiliki 

materi muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik 

melalui media sosial. 

Jika dilihat secara sepintas, topik yang penulis teliti hampir 

sama dengan apa yang diteliti oleh saudara M. Rizki Wahyu. P. 

Tetapi pada dasarnya memiliki muatan substansi dan tujuan 

penelitian yang berbeda. Penulis lebih fokus kepada pengaturan 

tindak pidana pencemaran nama baik secara komprehensif 

menurut pandangan hukum pidana Indonesia kemudian 

mengerucut kepada kualifikasi tindak pidana pencemaran nama 
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baik menurut Pasal 27 ayat (3) Undang-undang No. 19 Tahun 2016 

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan penerapannya 

terhadap putusan perkara nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pky. 

Sehingga menurut penulis, penelitian ini berbeda dengan penelitian 

yang dilakukan oleh saudara M. Rizki Wahyu P. 

2. Ika Vebrianty Ramadhany (Fakultas Hukum Universitas 

Hasanuddin) pada tahun 2016 yang berjudul: “Tinjauan Yuridis 

Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terkait 

Implementasi Hak Kebebasan Berpendapat (Studi Kasus 

Nomor. 324/pid.B/2014/PN-Sgm)”. Tujuan penulisan dari skripsi 

tersebut yaitu : 

a) Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap tindak pidana 

pencemaran nama baik terkait implementasi hak kebebasan 

berpendapat terhadap Putusan No. 324/pid.B/2014/PN-Sgm. 

b) Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap 

Putusan No. 324/pid.B/2014/PN-Sgm. 

Penelitian diatas membahas tentang tindak pidana 

pencemaran nama baik yang dikaitkan dengan implementasi hak 

kebebasan berpendapat dengan studi kasus Putusan No. 

324/pid.B/2014/PN-Sgm. Sedangkan penelitian yang penulis 

lakukan yaitu tentang Analisis normatif terhadap Pasal 27 ayat (3) 

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (Studi kasus Putusan Nomor 
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46/Pid.Sus/2021/PN Pky). Sehingga menurut penulis, penelitian 

yang saudari Ika Vebrianty Ramadhany berbeda dengan apa yang 

penulis teliti. 

F. Metode Penelitian 

1. Tipe Penelitian 

Jenis penelitian yang akan digunakan penulis dalam 

penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yang pokok 

kajiannya tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, 

prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan 

lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Oleh 

karena itu jenis data yang digunakan oleh penulis adalah data 

sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang berkaitan 

dengan permasalahan hukum yang dibahas penulis. Data sekunder 

tersebut meliputi : 

a. Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penulisan ini 

ialah Putusan Perkara Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pky. 

b. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini 

diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, 

artikel-artikel, jurnal, internet, dan sumber bacaan lainnya yang 

relevan dan dapat mendukung penelitian. 

2. Metode Pendekatan 

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu 

: 
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a. Pendekatan perundang-undangan atau statute approach 

merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dengan 

menelaah semua undang-undang yang berkaitan dengan 

permasalahan hukum yang sedang dibahas atau ditangani.  

b. Pendekatan kasus atau case approach ialah pendekatan yang 

dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus-kasus 

yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. 

3. Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam 

penelitian ini ialah metode studi kepustakaan atau library research 

yang digunakan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan 

pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini berupa literatur buku-

buku, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, artikel, 

penelusuran melalui media internet, dan bacaan lainnya. 

4. Analisis Data 

Metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam 

pengolahan data adalah pendekatan kualitatif dan kemudian data 

tersebut diurai secara deskriptif untuk memperoleh gambaran atau 

makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan 

persoalan hukum yang penulis tulis. 

 

 

 


